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Secara ekonoimi bahwa jaminan produk halal melalui
label halal dapat meningkatkan nilai tambah (value
added) produk secara khusus

asus penggabungan atau ber-

campurnya makanan halal dan

haram dalam satu tempat sepert

yang ditemukan anggota DPRD
Kota Medan di d'Loft foodcourt Thamrin
PlazaMedan (Waspada 9/10)—sebelumnya
{Juni 2015}, DPRD Kota Binjai juga mene-
mukan daging babi di sejumlah supermar-
ket di kota Binjai beredartanpalabel adalah
“puncak gununges” dari ketidakmampuan
negara melindungi masyarakatnya dar keti-
daknyamanan atas produk yang beredar
dipasar.

Dengan kata lain, hak keamanan (right
to safety) dan kenyamanan (right to healthy)
sebagai bentuk kedawlatan konsumen (con-
sumersovereignty) idak dipenuhi oleh ne-
gara. Diberbagai tempat dimana kitame-
ngonsumsi makanan, acap kali dipenuhi
rasa ragu atas kehalalan sebuah produk.
Karenanya, usulan DPRD Kota Medan un-
tuk mempercepat Ranperdalabel halal saat
ini menemukan imomentum dan urgensi-

nya.

Landasan Perda l.abel Halal
Pembuatan Perdalabel halal bagi pro-
duk yangberedar di pasar hemat penulls
telah mempunyai landasan yang cukup,
baik landasan yuridis, sosiologls. politis
maupunlandasan ekonomis. Tulisan singkat
ini ingin mengurai keempat landasan
pembuatan Perda label halal tersebut.
Pertama, landasan yuridis. Konstitusi
(UUD 1945) telahmenjamin setiap pemeluk
agama untuk menjalankan ibadah menurut
aparna dan kepercayaannya masing-ma-
sing (Pasal 29 UUD), termasuk dalam
menjalankan {badah muamalah seperti
dalam mengonsumsi produmng hatal
bagi pemeluk agama Islam. Bahkan pada
normadasar (grundnorm), kewajiban nega-
ra dalam melindungi konsumen muslim
terdapat padapembukaanaleniake-4 UUD
1945 yang berbunyi: "...Kemudian dari
pada itu untuk membentuk suatu Peme-
rintahan Negara Republik Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia...”.
Sedangkan pada norma formal (forme-
le gezer), perlindungan konsumen muslim
terdapat dalam berba§ai undang-undang
sepertiUUNo. 7tahun 1969 tentang Pangan
dan sesual Peraturan Pemerintah No.28
tahun 2004 tentang Keamanan, Mum Dan
Gizi Pangan dan UU No. 8 Tahun 1999 ten-
tang Perlindungan Konsumen. Secara tegas
Pasal 4 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 menya-

takan, konsumen memiliki hak aras kenyn-
manan, keamanan, dan keselamatan
dalam mengonsums! barang daniatau
Jjasa. .

Untuk mengetahui sebuah produk
adalahhalal harus diberilabel yang dilakukan
oleh negara sebagaiinstitusi yang mem-
punyai hak intervensi terhadap produsen
untuk melindungi konsumen. Label pada
E'rloduk adalah penting sebagai cara me-
indungi konsumen (consumer protection)
sekaligus memastikan terjadinya tran-
sparansi pasar (ensuring market tran-
sparancy) sehingga memudahkan konsu-
men menﬁetahui produk yang berbahaya
(product hazard). Secara lengkap Cross
Cranston mengatakan product labelling
has been important method of protecting
consumers for some time, as well as ensu-
ring market transparancy. product label-
ling sometimes has the more direnct role
of ensuring physical protection by warning
about product hazard (Ross Cranston,
1979}.

Sebenamyajaminan negara dari produk
halal telah diundangkan pada UU No. 33
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
(JPH). Persoalannya adalah UU JPH baru
akan berlaku pada tahun 2019 (5 tahun
setelah dlundangkan, lihat Pasal 67 ayat
{1) UUJPH), Pertanyaannya, bagaimana
hak kenyamanan dalam mengonsumsima-
kanan umatIslam dalam empat tahun ke
depan? Oleh karena itu, pembuatan Perda
label halal menjadisalah satu jalan keluar
sembari menunggu keberlakuan UU JPH.
Adapunyang pentingdigaris bawahiadalah
norma dalam Perdalabel halalidak boleh
bertentangan dengan norma yang di atas-
nya {UU JPH) yang telah disahkan sebagai-
mana teori jenjang norma stufentheoryyang
dianut dalam sistem hukum Indonesia.

Kedua, landasan sosiologis. Kondisi
sosiologis masyarakat Kota Medan secara
khusus dan masyarakat Indonesia secara
umum telah mencukupisyarat pengaturan
produk halal. Beberapa contoh kasus seba-
gaimana yang telah sebut di atas secara
sostologis telah representatif sebagaitanda-
san pembuatan Perda. Secara sosiologis
konsumen tidak merasa nyaman dalam
mengonsumsi makanan, oleh karenanya
hak kenyamanan dalam mengonsumsi
produk halal harus dilindungi oFeh negara
melalui peraturan. Khusus di daerah ini
{Kota Medan) mempunyai kondisi sosiolo-
gis vangkhas yakni kota yangsangat pluralis

terutama rmenyangkut keyakinan. dan hal
ini sangat terkait dengan makanan. Walau
sebagian besar Kota Medan berpenduduk
muslim, namun banyak komunitas non-
muslim sehingga terkadang sulit untuk
memastikan yangmananunah makanyang
halal dan yang non-halal. Oleh karena itu,
menjaga hak konstitusional masyarakat
muslim pada daerah vang pluralis seperti
Kota Medan sangat mendesak dilakukan.

Keriga, landasan polits. Meminjam teori
politik David Easton (1953) bahwa negara
bertugas mengalokasikan nilai kepada ma-
syarakat denﬁan menggunakan kewena-
ngannya, maka pemerintah dalam halini
pemerintah Kota Medan herkewajiban me-
mastkan bahwa masyarakat nuslim secara
nyaman dapat memilih produk halal. Da-
lam hal ini, Pemerintah melalui LPPOM
dan Majelis Ulama selama ini telah mela-
kukan sosialisasi secara akiif kepada pelaku
usaha untuk mengurus sertifikasi halal.
Demikian juga, LPPOM dan MUl telah me-
lalukan proses sertifikasi produk halal,
namun disebabkan sertifikasi halal hanya
bersifat kesukarelaan (valunrary) bukan
kewajiban (mandatory) pelaku usaha tidak
dapat diwajibkan sehingga peran politik
pemerintah dan MUT tidak berjalan sig-
nifikan.

Sifat kewajiban {mandatory) produk
halal sebenarnya telah diakomodir pada
UU No. 33 Tahun 2014, namun sebagai-
mana telah disebutkan di atas UU tersebut
belurn diberfakukan. Olehkarena itu, secara
politis, meminjam teori Ibn Taymiyah ne-
gara wajib berusaha keras memberikan
keadilan (al-siyasah al-adiliah) terutama
terkait dengan persoalan publik (ai-wila-
yahal-salihah)kepada masyarakat muslim
melalui peraturan daerah.

Keempat. landasan ekonomi. Secara
ekonomi bahwa jaminan produk halal
melalui labe) halal dapat meningkatkan
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nilai tambah (valie added) produk secara
khusus. Penting digaiis bawahi bahwa saat
ini produk halal ddak hanyamenyangkue
persoalan hukwn namun produk halal telah
menjadi rrend atau model yang disukai ma-
syarakat luas. Dalam tulisan sebelumnya
“Halal: Tsu Hukum ke Bisnis” penulis telah
mengungkapkan beberapa fakta pening-
katan nilai ekonomis produk halal.

Negara Jepang misalnya. produsen
makanan di Jepang berlomba mencari ser-
tifikasi halal untuk produk-produk yang
akan mereka pasarkan. Pada tahun 2013
lalu perusahaan-perusahnanjepang me-
ngadakan pameran iakanan halal secara
besar-besaran. Bahkan wisatawan asing
non-Muslim mengaltkan antara makanan
halal dengan makanan yang baik. Sebuah
makananyang halal tetapi tidak Imemenuhi
aspek-aspekkesehatan tidak dapat dikatakan
halal. Secara lebih tegas makanan halal ada-
lah makanan yang baik dan sehat, dan
makananyang tidak baik adalah tidak halal
sehingga halal dan baik telah dianggap dua
hal yang bersifal inhenrent.

Karenanya, tidak ada hal yang ditakut-
kan dalam pembuatanlabel halal sebtiah
produk, justru secara ekonomi produk yang
berlabel halalmeningkatkan nilaijual kepada
konsumen dan pacla saat yang sara tidak
mengganggu bagi konsumen yang tidak
berminat mengonsumsinya. Karena itu,
pembuatan Perdalabel halal bagi Kota Me-
danselain mendesak dalam rangka melin-
thungi hak konstitusional masyarakat mus-

-tim, juga bernilai ekonomis untuk men-

jadikan Kota Medanyangselamainidikenal
sebagai kota kuliner bagi wisatawan khusus-
nya bagl wisatawan lokal, Wallahi'alam.
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